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ABSTRACT 
Interim Replacement (PAW) legislative members (DPR / DPRD / DPD) are common. A board 
member can be replaced for various reasons in the middle of his term of office. From this 
explanation, it can be drawn, the formulation of the problem consisting of What is the function 
of the General Election Commission (KPU) in terms of Inter-Time Replacement (PAW), as 
well as What are the legal consequences for the commissioners of the General Election 
Commission (KPU) who commit criminal acts in the determination of Inter-Time Replacement 
(KPU) PAW). This study recognizes and analyzes the function of the General Elections 
Commission (KPU) due to the legal consequences for the commissioners of the General 
Elections Commission (KPU) who commit crimes. This research uses normative juridical 
research. From the results of this study it can be concluded that the function of the General 
Election Commission (KPU) in the case of Inter-Time Replacement (PAW) as an administrative 
function. The legal consequences for KPU commissioners who commit crimes are individual 
responsibility rather than institutional for the KPU. 
Keywords: bribery, replacement between time 
ABSTRAK 
Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif (DPR/DPRD/DPD) adalah hal lazim. 
Seorang anggota dewan bisa diganti dengan berbagai alasan di tengah masa jabatannya. Dari 
penjelasan tersebut dapat diambil, rumusan masalah yang terdiri atas Apa fungsi Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dalam hal Penggantian Antar Waktu (PAW), serta Apa akibat hukum 
bagi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan tindak pidana dalam 
penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW). Penelitian ini mengetahui dan menganlisa fungsi 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat hukum bagi komisioner Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. 
Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
dalam hal Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai fungsi administratif. Akibat hukum bagi 
komisioner KPU yang melakukan tindak pidana perbuatannya menjadi tanggung jawab 
individu bukan untuk kelembagaan bagi KPU. 
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    Pemilihan umum merupakan salah satu proses yang harus ditempuh oleh suatu negara yang 
ingin menjadikan dirinya sebagai negara yang demokrasi. Pemilihan dijadikan sebagai 
parameter untuk mewujudkan negara yang demokrasi karena melalui pemilihan, rakyat dapat 
mewujudkan kedaulatannya. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 
langsung dan tidak mengurangi hakikat dan tujuan dari proses pemilihan yang demokratis.2 
    Menjadi perwakilan politik dalam kerangka kerja suatu sistem demokrasi membawa beban 
dan tanggung jawab serta konsekuensi politik yang relatif besar. Karena itu, disamping jeratan 
hukum karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dibuktikan 
secara materi di pengadilan umum, anggota dewan menghadapi tantangan untuk digugat secara 
politis baik oleh partai politik induknya maupun konstituen dan masyarakat pada umumnya.3 
Kenyataannya, Indonesia cenderung menganut model diversifikasi dimana anggota DPR 
merupakan wakil dari partai politik. Hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan 
partai politik dan menyuarakan suara partai politik. Adanya sistem Penggantian Antar Waktu 
(PAW) yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota DPR yang berasal dari partai 
politik yang bersangkutan memperkuat hal tersebut. 
Saat ini kewenangan Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam pasal 213 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif (DPR/DPRD/DPD) adalah hal lazim. 
Seorang anggota dewan bisa diganti dengan berbagai alasan di tengah masa jabatannya atau 
bahkan tanpa keterangan jelas. Penggantian Antar Waktu (PAW) dilakukan atas usulan partai 
politik (parpol), istilah populernya adalah recall. Merujuk pada kamus The Contemporary 
English-Indonesia susunan Peter Salim, recall berarti mengingat, memanggil kembali, menarik 
kembali, atau membatalkan. Sementara dalam kamus politik karangan BN Marbun, recall 
berarti sebagai proses penarikan kembali atau penggantian anggota dewan oleh induk 
organisasinya (parpol).4  
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    Adapun kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) terjadi karena enam penyebab utama; 
mengikuti pilkada (terbanyak), pindah partai, kasus pidana, mengisi jabatan publik lain, 
meninggal dunia, dan kebijakan parpol (paling sedikit). Penggantian Antar Waktu (PAW) perlu 
dilakukan ketika dasarnya adalah sang anggota ikut pilkada, pindah partai, terkena kasus pidana 
termasuk korupsi, menyandang jabatan publik lain seperti menjadi menteri, atau meninggal 
dunia. 
   Parpol tidak boleh mengganti anggotanya yang menjadi dewan di tengah masa jabatan. 
Karena sang anggota itu sendiri bisa duduk di dewan karena pilihan masyarakat melalui pemilu. 
Namun begitu, masyarakat sebagai konstituen memang tidak punya kontrol selepas pemilu. 
Ketika caleg sudah terpilih, dia justru dikontrol oleh parpol. Untuk kedepannya, perlu 
dipikirkan perubahan regulasi. Celah-celah "permainan" antar-anggota parpol untuk menjadi 
caleg atau ketika sudah menjadi dewan terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) perlu diatasi. 
Parpol pun seharusnya dilarang melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas dasar 
kebijakan internal partai. Perlu juga mengatur legal standing (hak gugat) anggota parpol untuk 
keperluan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ketika mengalami konflik di 
internal partai.  
    Bila sistemnya masih seperti sekarang, sikut-sikutan para caleg atau anggota parpol untuk 
menduduki kursi parlemen akan tetap terjadi. Demikian pula modus "mencuri" suara parpol 
dalam pemilu yang tentu saja ada pat-gulipatnya dan bermuara ke Penggantian Antar Waktu 
(PAW).  
   Masalah moralitas dalam dunia politik dianggap sebagai sesuatu yang kabur. Hal ini terjadi 
karena begitu banyak yang mengembangkan moral partisan, eksklusif, dan tertutup. Politik 
dicitrakan sebagai akal-akalan dan perebutan kekuasaan saja. Reduksi makna ini jamak terjadi 
dalam negara demokrasi tak terkecuali Indonesia.5 Ketidakjujuran serta hukum yang seolah-
olah mati suri ini menghasilkan manusia komperador. Manusia komperador cenderung 
mementingkan kepentingan diri serta golongannya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.6 
   Dampak dari politik uang tersebut meliputi hak pilih warga dibajak oleh kepentingan 
kandidat. Namun yang paling mengkhawatirkan jika politik uang ini terjadi dengan melibatkan 
aparat penyelenggara Pemilu. Jika ini terjadi maka perolehan suara tidak murni lagi. Jual beli 
suara akan menentukan dan merubah perolehan suara dan keterpilihan kandidat. Seperti contoh 
kasus suap yang dilakukan caleg dari partai PDIP yang sedang ramai jadi perbincangan publik 
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saat ini. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau 
terkait penetapan anggota DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024. Kesimpulan itu didapat dari hasil 
gelar perkara setelah penangkapan Wahyu dalam operasi tangkap tangan pada Selasa 
(7/1/2020) kemarin. 
   Contoh kasus di atas diakibatkan karena lemahnya tingkat moralitas para pemimpin bangsa 
ini. Yang mana seharusnya mereka bisa menjadi jembatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat 
namun dengan banyak terjadinya kasus-kasus seperti di atas, seolah-olah menjadi tamparan 
keras bagi rakyat Indonesia betapa miskinnya moral para pemimpin bangsa ini. Sehingga, 
diperlukan pengaturan asas-asas pemerintahan yang layak dalam undang-undang harus disertai 
pemberian sanksi apabila tidak ditaatinya aturan yang berlaku tersebut.7 
    Kurangnya pemahaman mengenai pondasi dan substansi demokrasi serta kondisi politik 
yang berkembang saat ini mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia melihat demokrasi 
hanya sekedar ritual (Pemilu pengumutan suara, voting, kebebasaan berpendapat, dan 
sebagainya). Selain itu melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap para wakilnya karena 
dianggap semua wakil hanya mengumbar janji, hal ini membuat mereka mendapatkan 
keuntungan kenapa tidak diambil, maka semuanya ini menyebabkan politik uang semakin 
merajalela dan seolah-olah tidak ada yang salah dengan itu. 
     Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang 
tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “Penyuapan Terhadap Komisioner 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Hal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) (Studi Kasus Wahyu Setiawan).” 
    Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis merasa perlu untuk 
mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Apa fungsi Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dalam hal Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Apa akibat hukum bagi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan tindak 
pidana dalam penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR). 
    Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal 
Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengetahui 
akibat hukum bagi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan tindak pidana 
dalam penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
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    Manfaat yang diberikan dari penelitian ini, secara teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan 
memberikan manfaat kepada seluruh kalangan akademis untuk perkembangan ilmu hukum, 
terutama bagi hukum tindak pidana yaitu penyuapan berikut sanksi secara administrasi bagi 
para pelakunya serta penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka bagi penelitian 
yang sejenisnya. Secara praktis, pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat menghimpun 
informasi faktual yang berhubungan dengan penyuapan terhadap komisioner Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) dalam hal Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) tersebut. Bagi Pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, 
masukan serta acuan kepada Pemerintah khususnya para wakil rakyat yang duduk di kursi 
parlemen terkait penelitian ini agar lebih amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 
Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman 
tentang pentingnya memilih para wakil rakyat yang amanah dengan memegang teguh tujuan 
awal yaitu mensejahterakan dan menyuarakan suara rakyat yang bekerja hanya dari rakyat oleh 
rakyat dan untuk rakyat. Bagi Kalangan Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai sarana untuk menambah wawasan maupun referensi untuk penelitian lebih lanjut 
berkaitan dengan penyuapan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal 
Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bagi Mahasiswa, 
penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, kontribusi positif dan ilmu pengetahuan 
baru dalam pengembangan ilmu hukum bagi civitas akademika khususnya Fakultas Hukum 
Universitas Islam Malang tentang penyuapan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dalam hal Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
    Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, yaitu 
jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-
teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Perundangan-
undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan 
bahan-bahan hukum secara sistematis sesuai dengan urutannya yang kemudian dikelompokkan 
atau distratifikasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah kemudian aturan 
dibawahnya, lalu putusan terkait yang didapat dari laman web resmi milik Pemerintah. 
PEMBAHASAN 
Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Hal Penggantian Antar Waktu (PAW) 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
    Penggantian Antar Waktu (PAW) sesungguhnya bukanlah sesuatu yang dilarang selama 
prosesnya jelas sebab ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti meninggal dunia; 




mengundurkan diri; diberhentikan. Kejadian tersebut diatas dapat dijelaskan agar diketahui 
sebab akibat yang dilakukan, dan itu sudah diatur sesuai prosedur yang ditetapkan. Jika 
meninggal dunia, sudah pasti harus digantikan, akan tetapi lain halnya ketika seseorang 
mengundurkan diri dan diberhentikan saat menjalankan tugas selaku wakil rakyat. Jika anggota 
DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang mengundurkan diri bisa 
dikarenakan permintaan sendiri atau ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. 
    Peran serta fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam proses Penggantian Antar Waktu (PAW) 
anggota dewan hanyalah sebatas sebagai fungsi administratif dan tidak ada aspek politik. 
Disamping itu, peran KPU pada proses penggantian, bukan pemberhentian. 
    Sementara untuk PAW tersebut, KPU cukup mengeluarkan Berita Acara (BA) bukan Surat 
Keputusan (SK) terkait dengan surat yang disampaikan ke Pimpinan Dewan, akan tetapi yang 
kita lampirkan hanya berita acara tentang nomor urut perolehan berikutnya. Ada banyak hal 
yang menyebabkan seorang anggota Dewan yang saat ini terpilih mengalami Penggantian Antar 
Waktu (PAW) seperti meninggal dunia, mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan 
sendiri secara tertulis, diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan, diberhentikan oleh 
parpol atau menjadi anggota parpol lain serta adanya putusan yang berkuatan hukum tetap atas 
suatu tindak pidana yang dilakukan anggota dewan. 
    Penggantian Antar Waktu (PAW) merupakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Divisi 
Teknis yang adanya seperiode penuh. Pasalnya, Penggantian Antar Waktu (PAW) tidak 
mengenal tahapan sebab datangnya bisa dan terjadi kapan saja. Sehingga jika masih 
mengemban jabatan divisi teknis, maka Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi tanggung 
jawab anggota KPU setempat. 
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwajibkan untuk memahami dinamika Penggantian Antar 
Waktu (PAW). Sebab urusan penggantian anggota dewan itu melibatkan aktor-aktor politik, 
partai politik dan KPU. Sehingga dalam proses tersebut Penggantian antar Waktu (PAW) akan 
sangat menarik dan tidak lepas dari tarik menarik kepentingan, apalagi jika dilandasi masalah 
seperti pemecatan, dan masalah lainnya. Menyampaikan tiga hal prinsip terkait Penggantian 
Antar Waktu (PAW). Pertama adalah ketaatan prosedur, kedua kelengkapan administrasi serta 
terakhir, ketepatan waktu. 
    Ketaatan prosedur itu mengacu pada regulasi yang telah ada baik Undang-Undang, PKPU, 
maupun petunjuk teknis lainnya. Sehingga divisi teknis diminta agar kebijakan yang diambil 
tidak melenceng dari prosedur yang ada karena akan banyak masalah yang mungkin ditemui. 




   Terkait masalah kelengkapan administrasi, semua harus benar-benar tertib. seperti berita 
acara, surat pengantar, dan semua yang sifatnya administratif. Sehingga ia meningatkan untuk 
menjaga dokumen-dokumen pencalonan yang telah diserahkan oleh para calon. Kalau perlu di 
digitalisasi biar lebih aman. 
    Prinsip terakhir adalah ketepatan waktu. Normalnya, KPU hanya diberi waktu 5 hari setelah 
menerima surat dari DPR. Dengan hitungan lima hari tersebut, semuanya harus teliti, utamanya 
jika surat dari DPR masuknya pada hari Jumat. Jika tidak tepat waktu, maka KPU bisa 
disalahkan karena dianggap lalai dan tidak mengikuti sistematika PAW yang sudah diterapkan, 
jadi harus benar-benar teliti soal adiministrasi PAW anggota dewan tersebut. 
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU sudah mempersiapkan serangkaian prosedur 
mengenai PAW anggota DPRS sampai berakhirnya masa jabatan 2024. Seperti mempersiapkan 
langkah-langkah yang harus tempuh untuk calon PAW adalah orang yang akan melanjutkan 
sisa masa jabatan anggota DPRD yang akan digantikan. PAW anggota DPRD tidak bisa 
dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD tersebut yang akan digantikan kurang 
dari 6 bulan sejak surat permintaan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Pimpinan DPR 
diterima oleh KPU dan jika keanggotaan DPR kosong sampai berakhirnya masa jabatan. 
     KPU selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lembaga DPR dalam upaya 
mengsinergikan kinerja dengan baik. Dari daftar nama yang sudah menduduki kursi sampai 
dengan nama-nama yang berada di peringkat berikutnya sudah tersusun dan dipersiapkan. 
Dengan demikian jika anggota DPR berhenti antar waktu maka digantikan oleh calon pengganti 
antar waktu yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan 
suara dari Parpol yang sama. 
    KPU diharuskan membuat berita acara tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon 
PAW anggota DPR. KPU kemudian mengirim surat balasan kepada pimpinan DPR RI perihal 
PAW anggota DPR dari salah satu partai berikut nama penggantinya. Apakah nama tersebut 
dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti. 
Maka surat balasan yang ditujukan pada pimpinan DPR RI perihal tersebut diatas 
ditembuskan kepada menteri Dalam Negeri, Ketua DPC partai yang bersangkutan dan ketua 
Fraksi partai bersangkutan. Tentunya KPU akan dengan teliti dalam menyikapi surat 
permohonan penetapan penggantian antar waktu dari pimpinan DPR.  
   Dengan demikian, untuk memudahkan kerja KPU, perlunya kesepahaman antara DPR, 
institusi atau partai politik dan KPU terkait Penggantian Antar Waktu (PAW). Seperti perlunya 
menggelar bimtek terpadu tiga lembaga. Sebab dibeberapa kasus, kadang ada partai yang 
menunjuk nama orang untuk menjadi kandidat Penggantian Antar Waktu (PAW). Karena tanpa 




kesepahaman, dikhawatirkan akan ada konflik yang bisa muncul dari proses Penggantian Antar 
Waktu (PAW) tersebut. 
    Jika anggota DPR dimaksud meninggal, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai anggota DPR, maka diganti dengan calon anggota DPR dengan perolehan suara 
terbanyak urutan berikutnya dari parpol dan dapil yang sama. Dengan begitu, KPU tidak bisa 
memproses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang disampaikan DPP Partai ke 
pimpinan DPR untuk nama yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MD3 di atas. 
Jika ada surat dari pimpinan DPR untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) yang tidak 
memenuhi syarat, maka KPU menyatakan tidak dan siapa seharusnya penggantinya. 
    Untuk diketahui, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum selanjutnya ditulis PKPU 
Nomor 6 Tahun 2019 perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar 
Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diatur soal 
Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten dan kota. 
Khusus pada Bab III, Pasal 9 (1), menyatakan, anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD 
Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digantikan 
oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya 
dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama. 
    Sedangkan dalam Pasal 5 (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2019 perubahan atas PKPU Nomor 6 
Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kabupaten/Kota menyatakan, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD 
Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau 
diberhentikan. Sementara informasi yang diperoleh menyebutkan, bahwa KPU pada prinsipnya 
melakukan pergantian setelah ada proses pemberhentian oleh parpol asal anggota yang di 
hendak di Penggantian Antar Waktu (PAW). 
    Kewenangan KPU dalam hal Penggantian Antar Waktu (PAW) setelah ada surat 
pemberhentian anggota DPR. KPU baru bisa menggunakan kewenangan kalau sudah ada surat 
pemberhentian. Dalam kesempatan itu juga dijelaskan alasan pemberhentian anggota DPRD 
Kabupaten. Dari 9 alasan pemberhentian antar waktu, ada 4 yang disebabkan karena BK, 
kemudian ada 3 yang murni karena partai politik. 
   Dari berbagai aturan terkait PAW maka KPU lebih menjadi media administratif, dan tidak 
ada aspek politis dalam proses PAW. Peran KPU ada saat penggantian, dan bukan 
pemberhentian. KPU tidak mengeluarkan SK, terkait dengan surat yang disampaikan ke 
Pimpinan Dewan, yang dilampirkan hanya BA. Pimpinan DPR mendapatkan nama dari KPU 
lalu disampaikan ke Gubernur melalui Kepala Daerah. 




Akibat Hukum Bagi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yang Melakukan 
Tindak Pidana Dalam Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) 
    Kasus suap yang menimpa KPU akhir-akhir ini cukup membuat publik tercengang. KPU 
sebagai lembaga yang dipercaya menyelenggarakan pemilu bisa membuat rakyat ragu dan 
memupuskan harapan mereka akan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Karena 
sejatinya proses pemilu adalah hajatan besar demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang 
kredibel, dan amanah. Maka seharusnya penyelenggaranya juga menjaga kredibilitasnya. 
    Persekongkolan jahat antara penyelenggara pemilu dengan politikus dapat disebut sebagai 
pengkhianatan terhadap proses demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah dan ongkos 
mahal. Dan KPK berharap proses hukum ini sebagai bagian dari penyelamatan lembaga KPU 
agar orang-orang yang bermasalah segera ditindak dan tidak menimbulkan kerusakan yang 
lebih besar. 
    Dalam hal Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu 
dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak 
yang dapat disangkakan terhadap tidak pemilu adalah; a) Penyelengara Pemilu (KPU, Bawaslu, 
Pemerintah), b) Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon 
Presiden dan Wakil Presiden). Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses 
termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya). 
    Pada dasarnya perbuatan pidana tidak termasuk dalam pengertian pertanggunjawaban 
pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam pidana, apakah 
seseorang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam 
melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian membicarakan 
pertanggungjawaban pidana haruslah didahului dengan penjelasan mengenai perbuatan pidana 
“delik”. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu 
ia melakukan perbuatan pidana adalah tidak benar seseorang disuruh bertanggung jawab atas 
suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukanya sendiri. Pertanggugjawaban pidana 
diartikan sebagai diteruskanya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara 
subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya 
perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya perbuatan adalah asas 
kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai 
kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban 
pidana adalah pertanggungjawaban orang orang terhadap tindak pidana yang dilakukanya. 




Sehingga, dalam hal ini akibat hukum dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindak 
pidana, bukan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
PENUTUP 
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
 
1) Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Hal Penggantian Antar Waktu (PAW) 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanyalah sebatas sebagai fungsi 
administratif dan tidak ada aspek politik.  
2) Akibat Hukum Bagi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yang Melakukan 
Tindak Pidana Dalam Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) adalah perbuatannya itu menjadi tanggung jawab individu, 
bukan kelembagaan KPU.  
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikaji, maka saran yang diuraikan sesuai 
dengan pembahasan dalam penelitian sebagai berikut: 
1) Tugas dan fungsi dari KPU secara menyeluruh harus dapat menggapai tujuan untuk dapat 
menyinergikan kerja penyelenggara. Bagaimana pun bimbingan juga arahan dan 
pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan yang ada dilapangan menjadi tanggung 
jawab bersama. Berkoordinasi dan komunikasi diperlukan dengan penyelenggaraannya 
dalam upaya mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil juga berkepastian hukum. Untuk 
itu, demi memudahkan kerja KPU, perlunya kesepahaman antara DPR, institusi atau partai 
politik dan KPU terkait Penggantian Antar Waktu (PAW). Seperti perlunya menggelar 
bimtek terpadu tiga lembaga. Sebab dibeberapa kasus, kadang ada partai yang menunjuk 
nama orang untuk menjadi kandidat Penggantian Antar Waktu (PAW). Karena tanpa 
kesepahaman, dikhawatirkan akan ada konflik yang bisa muncul dari proses Penggantian 
Antar Waktu (PAW) itu sendiri. 
2) Kasus yang menimpa Wahyu Setiawan justru mendelegitimasi kelembagaan KPU sebagai 
penyelenggara pemilu sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut menurun. 
Padahal publik memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap KPU sebagai penyelenggara 
pemilu yang berintegritas, kredibel dan bisa membuat pelembagaan politik Indonesia 
semakin baik. Karena tentu isu yang menimpa KPU bisa mendelegitimasi keberadaan KPU 
dan masyarakat khususnya anggota parpol tentu harus meminta keterangan KPU dan 




memulihkan legitimasi KPU. Maka dari itu, KPU memiliki tanggung jawab dalam 
menciptakan demokrasi Indonesia lebih sehat dan berkualitas. Kita sebagai masyarakat 
awam berharap agar kasus yang menimpa Wahyu Setiawan ini tidak berimbas pada gelaran 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dan selanjutnya. Jangan sampai masyarakat 
berpikir, PAW saja bisa diperjualbelikan, apalagi Pilkada. Untuk itu, dibutuhkan moral-
moral pemimpin bangsa yang berprinsup takut kepada Tuhan, sebab jika ini dipegang teguh 
oleh setiap pemimpin bangsa, niscaya kemudharatan akan bisa ditanggulangi dan dihindari 
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